









Berdasarkan analisis dan pembahasan masalah, maka penulis dapat 
menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Peraturan Daerah di Kota Surakarta tentang Perizinan yang Ramah 
Investasi dan Berwawasan Lingkungan 
Ada 11 Peraturan Daerah di Surakarta yang menjadi kajian dalam 
penelitian ini yang berkaitan perizinan yang ramah investasi dan 
berwawasan lingkungan. Dari hasil penelitian dan pembahasan, ada 
beberapa Peraturan Daerah yang tidak mencerminkan ramah investasi 
dan tidak berwawasan lingkungan. Ada juga yang mencerminkan 
ramah investasi tetapi tidak berwawasan lingkungan, dan sebaliknya. 
2. Konstruksi Ideal Model Peraturan Daerah yang berkaitan dengan 
perizinan yang Ramah Investasi dan Berwawasan Lingkungan di Kota 
Surakarta 
Berdasarkan simpulan pertama yang pertama bahwa tidak semua 
Peraturan Daerah Surakarta terkait perizinan yang tergolong ramah 
investasi dan berwawasan lingkungan, maka penulis mengusulkan 
konstruksi ideal model Peraturan Daerah tersebut setidaknya 
memenuhi 4 aspek berikut: 
a. Keterbukaan  untuk akses dan pengujian 
b. Peraturan Daerah terkait dengan prioritas perencanaan 
pembangunan daerah 
c. Peraturan Daerah mampu mendorong aktifitas ekonomi 









1. Perlunya harmonisasi hukum antar peraturan perundangan yang 
relevan, terutama terkait dengan perizinan di Pemerintah Kota 
Surakarta agar dapat mendorong investasi dan tetap menjaga 
pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, sinkronisasi hukum juga 
urgen dilakukan di level peraturan perundang-undangan yang lebih 
rendah agar menyesuaikan peraturan perundang-undangan, terutama 
mengenai wewenang peizinan yang berkaitan dengan dengan investasi 
dan lingkungan. 
2. Perlunya partisipasi dari berbagai kalangan, baik pemerintah kota 
Surakarta, masyarakat dan pelaku usaha sebagai bahan masukan untuk 
merealisasikan model Peraturan Daerah tentang perizinan yang ramah 
investasi dan berwawasan lingkungan di Kota Surakarta.  
 
C. Saran 
1. Untuk Pemerintah Kota Surakarta, seyogyanya dalam muatan 
Peraturan Daerah mencantumkan mekanisme perizinan, hak dan 
kewajiban pemohon sebagai bentuk keterbukaan pemerintah untuk 
mendorong perekonomian daerah. Selain itu, sebagai langkah preventif 
menjaga kelestarian lingkungan, terdapat klausul yang jelas 
pemenuhan syarat AMDAL, UKL-UPL. 
2. Untuk Pemerintah Kota Surakarta, seyogyanya dilakukan revisi 
terhadap beberapa Peraturan Daerah terkait perizinan yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain karena 
tidak relevan lagi, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Izin Gangguan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Air Tanah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Peraturan Daerah Nomor 
3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembangunan Menara 
Telekomunikasi, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang 





Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang. tentunya 
dengan menyeimbangkan antara aspek ramah investasi dengan 
lingkungannya. 
